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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan 

Pidana Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Dalam 

Dua Putusan Pengadilan, yaitu Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang 

dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo. Penelitian ini berfokus 

pada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Lepas 

Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual pada dua putusan diatas dan 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pidana Disabilitas Intelektual (Retardasi 

Mental) Yang Melakukan Pencabulan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap kedua putusan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam kedua putusan tersebut 

mempertimbangkan kondisi disabilitas intelektual pelaku sebagai faktor yang 

meringankan, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi 

manusia. Dalam Putusan PN Batang, hakim memutuskan untuk menjatuhkan 

pidana penjara dengan mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku dalam 

melakukan tindak pidana, sementara dalam Putusan PN Wonosobo, hakim 

memutuskan pembebasan dengan alasan pelaku tidak memiliki kapasitas penuh 

untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Kedua putusan ini 

mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum 

dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas 

intelektual. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kasus disabilitas 

intelektual perlu mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan sosial, serta 

mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas.  

Kata kunci: Disabilitas Intelektual, Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, 

Pidana Lepas, dan Putusan Hakim  
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 BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa tujuan nasional negara 

Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
1
 Dapat 

dijelaskan juga bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia dan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat. 

Penerapan tujuan nasional tersebut untuk mewujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 dilakukan melalui pembangunan nasional. Salah satu aspek 

pembangunan tersebut adalah pengembangan manusia dalam bidang hukum, 

terutama hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana, peradilan di Indonesia 

bertujuan untuk menegakkan keadilan demi kesejahteraan masyarakat terutama 

pada yang berperkara untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi 

dalam proses peradilan terkhususnya penyandang disabilitas.  

Penyandang disabilitas sendiri menurut Konvensi Mengenai Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas atau  Convention on the Right of Person with 

Disabilities (CRPD) yaitu, Penyandang disabilitas adalah yang memiliki 

                                                 
1
Siti Nurhayati, ―Kesetaraan di Muka Hukum bagi Penyandang Disabilitas,‖ Jurnal 

Realita (2016), hlm 95 



2 

 

 

 

kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang. Pada saat 

seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, mereka kerap kali 

mendapatkan keterbatasan dalam melakukan pembelaan hukum di depan 

hakim.
2
  CRPD juga merupakan wujud puncak perubahan paradigma Gerakan 

disabilitas dari cara pandang lama yang melihat penyandang disabilitas sebagai 

obyek amal, pengobatan dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru 

yang melihat penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki hak, yang 

mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat Keputusan untuk hidup 

mereka secara Merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota 

masyarakat secara aktif.
3
 

Hal tersebut berlaku pada penyandang disabilitas Intelektual, penyandang 

disabilitas intelektual menurut Asosiasi Amerika untuk Disabilitas Intelektual 

dan Perkembangan (AAIDD) dan Asosiasi Psikiater Amerika (APA). 

Disabilitas intelektual (juga dikenal sebagai disabilitas intelektual dan 

perkembangan atau IDD) adalah suatu kondisi di mana seseorang 

menunjukkan kemampuan kognitif yang jauh di bawah rata-rata, disertai 

dengan masalah penyesuaian perilaku seumur hidup. Kemampuan beradaptasi 

mengacu pada kemampuan individu untuk mengungkapkan, memahami, dan 

menganalisis informasi selama pertukaran dengan orang lain atau dalam 

konteks sosial (kecerdasan sosial), tetapi juga pada kemampuan mereka untuk 

menyelesaikan atau mengatasi kesulitan sehari-hari dan keterampilan mereka 

dalam otonomi, seperti menyiapkan makanan, berpakaian sehari-hari, belajar 

                                                 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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untuk menjadi bersih atau bahkan menggunakan sarana transportasi 

(kecerdasan praktis).
4
 

Menurut PPDGJ (Klasifikasi dan Diagnosis Gangguan Mental), disabilitas 

intelektual didefinisikan sebagai suatu keadaan perkembangan mental yang 

tidak lengkap atau terhambat. Ini melibatkan aspek-aspek seperti keterampilan 

atau kemampuan selama fase perkembangan yang memengaruhi kecerdasan 

keseluruhan, yaitu keterampilan kognitif, motorik, sosial, dan linguistik. 

Kecerdasan yang terganggu dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan 

kesehatan mental atau fisik lainnya. Terdapat empat (4) kategori disabilitas 

intelektual: ringan, sedang, berat dan sangat berat. Menurut APA, kategorisasi 

didasarkan pada kecerdasan (IQ). Selain didasarkan pada IQ, klasifikasi 

menurut DSM V juga didasarkan pada tiga (3) bidang kemampuan: 

kemampuan konseptual, sosial dan praktis.
5
 Ciri-ciri gangguan intelektual 

yaitu: 

1. memiliki tingkat keberhasilan belajar di bawah rata-rata dan fungsi 

intelektual verbal dan nonverbal di bawah rata-rata. 

2. memiliki IQ kurang dari 70. 

3. memiliki keterbatasan fungsi kognitif dan kesulitan dengan pemikiran 

abstrak. 

                                                 
4
 American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, Defining Criteria 

for Intellectual Disability, https://www.aaidd.org/intellectual-disability/definition diakses pada 19 

September 2024 
5
 Rusdi Muslim, Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ:III dan DSM-5, 

(Jakarta : PT Nuh Jaya, 2013), hlm, 118  

https://www.aaidd.org/intellectual-disability/definition


4 

 

 

 

4. kesulitan memahami instruksi yang rumit, memahami skenario, 

menggeneralisasi kondisi berdasarkan aturan, dan mengikuti latihan 

membaca dan mendengarkan. 

5. Keterampilan berbicara lebih unggul daripada keterampilan komunikasi 

tertulis, dan pengalaman adalah kunci untuk belajar. 

6. kurang cakap bersosialisasi dibandingkan individu pada umumnya 

dengan usia yang sama. 

7. Mereka mudah terpengaruh oleh ketidakmampuan mereka untuk 

memahami keadaan sosial, ambang batas yang rendah terhadap 

gangguan, terkadang harga diri yang rendah, dan permintaan pendapat 

yang terus-menerus. 

8. memiliki sedikit kosakata dan kemampuan komunikasi yang di bawah 

rata-rata untuk usia mereka (berdasarkan usia mental). 

9. Artikulasi buruk dan perkembangan bicara tertunda. 

10. lamban dalam menanggapi pertanyaan dan memiliki kemampuan 

komunikasi tertulis yang buruk. 

11. mengalami masalah kesehatan akut atau jangka panjang sesekali, serta 

perkembangan fisik yang lebih buruk daripada anak-anak seusianya. 

12. Memiliki pertumbuhan fisik yang lebih lambat dari anak-anak seusianya 

dan terkadang memiliki permasalahan kesehatan akut atau kronis. 

Lebih lanjut, Pengertian Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan pada Pasal 1 

angka 1 bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, 



5 

 

 

 

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak.
6
  

Pada UU Penyandang disabilitas menyatakan tidak menjelaskan secara 

eksplisit mengenai kepastian hukum atau pertanggung jawaban pidana pada 

Penyandang Disabilitas Intelektual. Pada KUHP tidak juga menyebutkan 

pertanggungjawaban pidana bagi disabilitas mental termasuk autis. Pada Pasal 

44 ayat (1) KUHP diterapkan bagi pelaku penyandang disabilitas Mental 

Autis.
7
 Pasal 44 ayat (1) menyebutkan:

8
  

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.‖ 

Jadi, apabila Pasal 44 ayat (1) KUHP ini diterapkan bagi Penyandang 

Disabilitas Mental Autis dan penyandang disabilitas intelektual retardasi 

mental, tidak ada pembedaan antara Penyandang Disabilitas Mental Autis dan 

Retardasi Mental, baik ringan, sedang atau berat, dalam artian semua sama asal 

dapat dibuktikan telah memenuhi kriteria Pasal 44 ayat (1) KUHP.
9
 

Dalam konteks hukum di Indonesia, Retardasi Mental diakui sebagai 

bagian dari kategori disabilitas intelektual, berdasarkan The ICD-10 

                                                 
6
 Indonesia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 

Tahun 2016, TLN No. 5871, Ps. 1 
7
 Maria Ardianingtyas, ―Mencermati Pasal Pidana Baru Bagi Penyandang Disabilitas 

Autis‖,https://kumparan.com/maria-ardianingtyas/mencermati-pasal-pidana-baru-bagi-

penyandang-disabilitas-mental-autis-1s43GDKpreC/full diakses pada 19 september 2024 
8
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemahkan oleh 

Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976) Ps. 44 ayat 1. 
9
 Ibid. 

https://kumparan.com/maria-ardianingtyas/mencermati-pasal-pidana-baru-bagi-penyandang-disabilitas-mental-autis-1s43GDKpreC/full
https://kumparan.com/maria-ardianingtyas/mencermati-pasal-pidana-baru-bagi-penyandang-disabilitas-mental-autis-1s43GDKpreC/full
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Classification of Mental and Behavioural Disorders, WHO, Genevera tahun 

1994, retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan yaitu :
10

  

1. Mild retardation (retardasi mental ringan), IQ 50-69 

Keterbelakangan mental ringan digolongkan sebagai 

keterbelakangan mental yang dapat dipelajari. Anak tersebut memiliki 

gangguan bahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk berbicara 

sehari-hari dan untuk wawancara klinis. Mereka juga umumnya mampu 

mengurus diri sendiri secara mandiri (makan, mandi, berpakaian, 

mengendalikan saluran pencernaan dan kandung kemih), meskipun laju 

perkembangannya sedikit lebih lambat dari biasanya. Kesulitan utama 

biasanya muncul dalam pekerjaan sekolah dan banyak siswa mengalami 

kesulitan membaca dan menulis. Dalam konteks sosial budaya yang 

hanya membutuhkan sedikit keterampilan akademis, mereka tidak 

memiliki masalah. Namun jika masalah emosional dan sosial muncul, 

mereka akan terlihat menderita kelainan, seperti ketidakmampuan 

mengatasi masalah perkawinan atau pengasuhan anak, atau kesulitan 

beradaptasi dengan tradisi budaya. 

2. Moderate retardation (retardasi mental sedang), IQ 35-49 

Keterbelakangan mental yang dapat dilatih adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan disabilitas mental sedang. Anak-anak 

dalam kategori ini memiliki pencapaian akhir yang terbatas dan 

menghadapi keterlambatan dalam penggunaan bahasa dan 

                                                 
10

 Titi Sunarwati, Muzal Kadim, ―Retardasi Mental‖, Jurnal Sari Pediatri (Desember 

2000), hlm 172 
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pengembangan pemahaman. Selain itu, perkembangan keterampilan 

motorik dan kemampuan perawatan diri tertunda, dan beberapa orang 

memerlukan pemantauan seumur hidup. Ada sedikit kemajuan akademis; 

beberapa siswa masih mampu memahami dasar-dasar matematika, 

membaca, dan menulis. 

3. Severe retardation (retardasi mental berat), IQ 20-34 

Dalam hal presentasi klinis, asal organik, dan gangguan terkait, 

kategori retardasi mental berat ini hampir identik dengan retardasi mental 

sedang. Perbedaan utamanya adalah bahwa gangguan motorik atau 

kelainan neurologis yang substansial biasanya terjadi pada kasus 

retardasi mental berat. 

4. Profound retardation (retardasi mental sangat berat), IQ <20 

Dalam praktiknya, anak dengan gangguan mental yang sangat 

parah memiliki pemahaman dan kemampuan yang sangat terbatas untuk 

mengikuti arahan. Secara umum, gerakan anak sangat terbatas, dan 

keterampilan komunikasi nonverbal mereka sangat mendasar. 

Dalam rangka memberikan keadilan bagi korban dan pelaku kekerasan 

seksual, hasil akhir putusan pengadilan sangatlah penting, khususnya bagi para 

pencari keadilan. Keputusan pengadilan bergantung pada keputusan hakim, 

yang merupakan tanggung jawab mutlak hakim yang menangani atau terlibat 

langsung dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan 
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pengadilan, hakim harus selalu berhati-hati dan wajib memeriksa semua bagian 

perkara.
11

 

Di Indonesia, hakim menikmati otonomi atau independensi dalam 

menyelesaikan kasus, baik pidana atau lainnya, serta dalam mengembangkan 

berbagai interpretasi hukum. Proses pengambilan keputusan oleh hakim, yang 

melibatkan pemeriksaan pelanggaran dan kesalahan pelaku, serta menetapkan 

hukuman yang tepat.
12

 Melalui tahapan-tahapan tersebut maka didapatkan 

pandangan, pendapat, atau pemikiran hakim dengan memperhatikan 

(mencermati) hal-hal yang dapat memperberat atau justru memperingan 

terdakwa dalam proses penjatuhan putusan. Pemikiran pemikiran atau pendapat 

hakim tersebut dikenal dengan istilah pertimbangan hakim. 

Ketika hakim memberikan putusan pidana, ia harus mengandalkan dua 

unsur. Kedua unsur ini adalah pertimbangan hukum dan non-hukum. Dari segi 

hukum, ketika hakim menjatuhkan pidana, maka harus berpedoman pada 

paling sedikit dua alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni berupa keterangan 

saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan/atau petunjuk.
13

 

Kemudian, hakim juga harus mempertimbangkan unsur-unsur non-hukum yang 

                                                 
11

 Alifiyani Rokhimawati, ―Ketetapan Alasan Pemaaf Dalam Putusan Hakim Terhadap 

Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 

16/Pid.Sus/2019/PN Wsb), (Skripsi, UII, Yogyakarta, 2023), hlm 6 
12

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim “dalam perspektif hukum progresif, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 96. 
13

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemahkan oleh 

Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976) Ps. 184 ayat 1. 
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terkait dengan putusan atau penetapan hakim, sambil memberikan arti penting 

kepada semua bukti yang diajukan selama putusan.
14

 

Terkait dengan penanganan hukum terhadap penyandang disabilitas 

intelektual sebagai pelaku tindak pidana, diketahui bahwa beberapa putusan 

memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap kasus yang melibatkan 

penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual 

terhadap anak di bawah umur. Secara khusus, dalam resolusi pengadilan akhir, 

dicatat bahwa beberapa hakim telah menyatakan pembebasan bagi individu 

cacat mental yang terlibat dalam tindakan tidak senonoh. Di sisi lain, dalam 

kasus lain, diamati bahwa beberapa hakim telah menjatuhkan hukuman penjara 

kepada pelanggar. Hal ini dikaitkan dengan otonomi hakim untuk menjatuhkan 

keputusan akhir tentang suatu pelanggaran, sebagaimana ditentukan dan 

diharuskan oleh hukum. Oleh karena itu, hakim memegang peranan besar 

dalam munculnya perbedaan pendapat dalam penyelesaian akhir suatu perkara. 

Oleh karena itu, keakuratan keputusan hakim sangatlah penting, baik bagi 

individu yang terluka maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.  

Menurut hukum di Indonesia, seseorang yang melakukan suatu tindak 

pidana dapat dikenakan hukuman pidana jika perbuatan tersebut mencerminkan 

atau mengandung ciri-ciri kejahatan sebagaimana didefinisikan oleh undang-

undang. Sesungguhnya, hanya orang yang dianggap layak bertanggung jawab 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sendiri. Akan tetapi, 

Pasal 44 KUHP tidak menentukan lebih lanjut garis besar situasi di mana 

                                                 
14

 Ibid. 
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seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini kemudian 

mempengaruhi penilaian yang dibuat oleh hakim ketika mereka diminta untuk 

menjatuhkan putusan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang 

yang menderita disabilitas intelektual. 

Terdakwa Penyandang Disabilitas yang berada di peradilan  ketika 

berhadapan dengan hukum, seorang disabilitas berhadapan dengan hukum 

harus dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, yaitu:
15

 

a. Kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik 

dan buruk, perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan 

hukum; 

b. kemampuan untuk memahami dan menentukan baik dan buruk kehendak 

dirinya. 

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengerti maksud dan 

akibat perbuatan, dan tidak dapat menentukan kehendaknya maka orang 

tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.
16

 

Dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban 

penjahat, kemudian Aparat Penegak Hukum (APH), hakim harus mendapat 

informasi lengkap tentang masalah ini kondisi kejiwaan, mental, dan 

intelektual seseorang penyandang disabilitas untuk mengetahui kebutuhan yang 

dibutuhkannya dalam berperadilan baik seorang penyandang disabilitas itu 

seorang korban maupun seorang terdakwa.  

                                                 
15

 Kadek J & Ayu M, ―Pemidanaan terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Pencabulan‖, Jurnal; Hukum Saraswati (JHS), Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 58 
16

 Ibid. 
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Berdasarkan hal tersebut, Ketika seorang terdakwa penyandang disabilitas 

berhadapan dengan proses hukum, dalam hal ini proses peradilan pidana, maka 

harus ada jaminan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum acara 

yang benar sesuai dengan sistem hukum Indonesia, walaupun itu adalah 

seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila tindak pidana yang 

dilakukan memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

Berdasarkant kasus Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg di Indonesia, di 

mana seorang terdakwa dengan disabilitas intelektual membujuk seorang anak 

muda untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban, sebagai contoh. Ahli 

yang memeriksa terdakwa selama persidangan menyatakan bahwa kapasitas 

mentalnya terbatas di bawah normal untuk usianya. Dengan IQ hanya 68, 

terdakwa digolongkan memiliki keterbelakangan mental ringan. Fungsi 

kognitifnya yang lemah menyebabkan dia bertindak seperti itu karena dia tidak 

mampu memahami bahaya yang terlibat. Dia memiliki dorongan yang tidak 

rasional, dan baru setelah melakukannya dia menyadari bahwa itu salah. 

Terdakwa dengan disabilitas intelektual menjadi takut karenanya. Korban 

dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta 

rupiah) oleh hakim, yang mendasarkan putusannya pada perbuatan terdakwa. 

Hal ini bertentangan langsung dengan sistem hukum Indonesia yang mengatur 

bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana jika perbuatannya tidak memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi, dari sudut 
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pertanggungjawaban, hanya orang yang mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Hakim dalam perkara ini mengakui bahwa terdakwa penyandang 

disabilitas dapat melaksanakan tugasnya, tetapi ia gagal mengakui bagaimana 

hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas intelektual dapat dibuktikan 

secara hukum dan mental secara sadar di mata hukum, dan bagaimana 

pemenuhan hak tersebut menyebabkan terdakwa didakwa melakukan tindak 

pidana dan diadili. 

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas sendiri memiliki 

ketentuan yang melindungi individu penyandang disabilitas. Seperti halnya 

orang lain, penyandang disabilitas dijamin hak-hak berikut: hak untuk hidup; 

bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; 

pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; agama; olahraga; 

budaya dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; layanan publik; 

perlindungan dari bencana; rehabilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pengumpulan 

data; kepindahan, kewarganegaraan, dan kebebasan dari diskriminasi, 

pengabaian, penyiksaan, dan eksploitasi.
17

 

Hak-hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, undang-

undang tersebut mengatur bagaimana penerapan apabila seorang penyandang 

disabilitas terbukti melakukan tindak pidana. Termaktub pada Pasal 28-39 

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Yang pada Pasal 28 tertulis: 

                                                 
17

 Farhandika Nafil, ―Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas 

Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg)‖, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2020), hlm 4 
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 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi 

hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan 

tindakan hukum yang sama dengan lainnya”.  

Hal ini menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan dan melihat 

komentar dari dokter atau psikiater, penyandang disabilitas dapat didakwa 

melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 44 KUHP, penyandang disabilitas 

tergolong tidak terpengaruh oleh gangguan mental dalam perkembangan atau 

penyakit dan dapat dianggap sebagai makhluk yang cakap secara hukum. 

Namun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Undang-Undang tentang 

Penyandang Disabilitas telah mendefinisikan kategori penyandang disabilitas, 

yang meliputi mereka yang memiliki gangguan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik. Kata-kata yang lebih penting, seperti tuli, bisu, buta, dan 

cacat mental, sering digunakan untuk mengkategorikan berbagai macamnya. 

Tunarungu tidak dapat mendengar, tuna wicara tidak dapat berkomunikasi, 

tuna netra tidak dapat melihat, dan penyandang cacat mental memiliki masalah 

kesehatan mental.  

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, seorang penyandang disabilitas intelektual telah 

melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul 

terhadap korban yang masih berusia 6 tahun dalam perkara lain, putusan 

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb. Dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) mendakwa terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi 

masa tahanan terdakwa. Terdakwa juga diperintahkan untuk tetap menjalani 

pidana kurungan penjara dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima 
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puluh juta rupiah). Putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala 

tuntutan dan memerintahkan JPU untuk menempatkan terdakwa di fasilitas 

kesehatan jiwa guna menjalani perawatan, diberikan kepada terdakwa 

penyandang disabilitas.
18

  

Dengan melibatkan saksi dan ahli, penasihat hukum dalam pemeriksaan 

persidangan menjelaskan bahwa terdakwa memiliki keterbatasan intelektual 

sehingga tidak dapat memahami akibat dari perbuatan cabul yang 

dilakukannya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pun memutuskan 

bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana 

pencabulan dan membebaskannya dari segala tuntutan karena terdapat hal-hal 

yang meringankan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.  

Melihat dalam dua putusan tersebut tersebut, pemahaman hakim dalam 

mengadili pelaku haruslah melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan 

dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. 

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki pertimbangan yang 

didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh alat bukti yang sah sehingga 

putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan 

masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan 

banyak hak, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, 

                                                 
18

 M Hari Saputra, ―Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN 

Wonosobo dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang‖, (Skripsi Universitas Lampung, 

Lampung, 2018), hlm 3 
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tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, baik kepentingan 

pihak korban, keluarga dan rasa keadilan.
19

 

Dari kedua putusan diatas, menggambarkan perbedaan penilaian majelis 

hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa penyandang 

disabilitas intelektual. Persoalannya adalah tidak adanya hukum positif 

Indonesia yang menentukan secara eksplisit mengenai indikator 

pertanggungjawaban pidana seorang penyandang disabilitas intelektual. 

Dimana pada saat ini majelis hakim masih dengan berpedoman pada ketentuan 

Pasal 44 ayat (1) KUHP dalam melakukan interpretasi hukum yang didasarkan 

pada keyakinan dan penilaian objektifnya dimuka persidangan.  

Hal tersebut yang melandasi pentingnya mengkaji Putusan Nomor 

16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg  

yang mana dalam putusan itu hakim memberikan penjatuhan putusan yang 

berbeda, ada yang melakukan penahanan dan ada yang melakukan pembebasan 

berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Maka dari itu, pada akhirnya timbul 

pemikiran mengenai sudah tepatkah penerapan alasan pemaaf dalam Pasal 44 

KUHP yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum pada perkara tersebut. Kemudian, apa alasan hakim tidak 

menerapkan Pasal 44 ayat (1) dalam putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengajukan skripsi yang berjudul ―PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM 

DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN LEPAS 

TERHADAP PELAKU DISABILITAS INTELEKTUAL (RETARDASI 

MENTAL) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan 

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb‖ 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 

Penjara dan Lepas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi 

Mental) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan 

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pidana Disabilitas 

Intelektual (Retardasi Mental) Yang Melakukan Pencabulan Pada Putusan 

Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 

16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah penulisan ini, maka 

tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Menganalisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan 

Pidana Penjara dan Lepas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual 
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(Retardasi Mental) Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan 

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo. 

2. Untuk Menganalisa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pidana 

Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Yang Melakukan Pencabulan 

Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 

16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari rangkaian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian maka 

akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan pertimbangan 

pikiran atas permasalahan hukum secara umum maupun hukum secara 

pidana yang terkhusus membahas tentang Pertimbangan Hukum 

Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Lepas Terhadap 

Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Pada Putusan Nomor 

135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN 

Wonosobo. 

b. Penulis ini diharapkan dapat menambah materi untuk referensi di 

bidang karya ilmiah serta menjadi masukan bagi peneliti yang akan 

melanjutkan penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan terkait manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian 

bisa menjadi pedoman dalam melakukan kebijakan yang ditempuh 

oleh para penegakan hukum di Indonesia, terutama dari para aparat 

penegak hukum, pihak pengadilan dalam rangka mempertimbangan, 

memutus dan mengadili yang berkaitan dengan penanganan kasus-

kasus yang dilakukan oleh dan terhadap terdakwa penyandang 

disabilitas. 

b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan 

pemahaman penulis dalam memahami berbagai aspek hukum dalam 

teori dan praktek. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi agar penelitian dan pembahasan menjadi bahasan yang 

pokok, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Yaitu Pertimbangan 

Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Lepas Terhadap 

Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Pada Putusan Nomor 

135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN 

Wonosobo, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pembahasan 

masalah tersebut. 
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F. Kerangka Teori  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 teori, antara lain: 

1. Ratio Decidendi 

Ratio decidendi adalah alasan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam 

memutuskan suatu perkara. Alasan ini timbul dari perubahan dalam tradisi 

hukum Anglo-Saxon, di mana sistem common law memungkinkan keputusan 

hakim di satu waktu menjadi acuan bagi masa mendatang. Dalam 

mempertimbangkan suatu kasus, hakim harus memperhatikan kondisi sosial 

sehingga keputusannya dapat dijadikan panduan oleh hakim lain dalam kasus 

serupa. Ratio decidendi merupakan hikmah dari kasus masa lalu yang 

diterapkan di masa berikutnya. Menurut J.W Harris, hakim dapat mengambil 

tindakan transformasi hukum dalam kasus yang tidak diatur oleh aturan 

khusus, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kenyataan yang ada. 

Fungsi ratio decidendi sangat penting dalam menyampaikan pemikiran hukum 

terkait konflik yang muncul di masyarakat. 

Sebagai bagian penting dari keputusan hukum, ratio decidendi berisi 

penafsiran hukum yang menjadi dasar bagi putusan dan memberikan panduan 

bagi hakim dalam kasus serupa. Ratio decidendi memiliki posisi kuat dalam 

logika hukum, menjadi landasan yang dapat diikuti oleh pengadilan lainnya, 

serta memberikan kepastian dan konsistensi dalam sistem hukum. Sebelum 

mengambil keputusan, hakim harus terbuka dan transparan, 

mempertimbangkan fakta yang ada serta membandingkannya dengan kasus 

sebelumnya. Putusan tidak boleh lebih mengutamakan kepentingan pribadi 
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dibandingkan kepentingan publik, karena hal ini dapat menciptakan 

ketidakadilan dalam hukum. 

Oleh karena itu, ratio decidendi memiliki kedudukan yang kuat dalam 

menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Dalam 

pertimbangan hakim ini diperlukan dalam rumusan masalah yang pertama 

yaitu menganalisis putusan. Maka dari itu, dalam putusan 

135/Pid.Sus/2018/PN.Btg dan putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN. Wsb 

diperlukan pertimbangan  hakim (Ratio Decidendi) untuk menganalisis suatu 

perkara dalam pembuktian pada tindak pidana kekerasan pencabulan. 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Ada dua istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam hukum, 

yaitu liability dan responsibility. Liability adalah istilah hukum yang luas yang 

mencakup berbagai aspek risiko atau tanggung jawab, baik yang pasti, yang 

mungkin terjadi, atau yang bersifat potensial. Istilah ini mencakup berbagai 

hak dan kewajiban, seperti kerugian, ancaman, tindak kejahatan, biaya, atau 

kondisi yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakan undang-undang. 

Sementara itu, responsibility berarti tanggung jawab atas suatu kewajiban, 

termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan tanggung jawab untuk 

menjalankan hukum. Dalam praktiknya, liability mengacu pada tanggung 

jawab hukum, yakni kewajiban untuk menanggung akibat kesalahan hukum 

yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan responsibility lebih mengacu 

pada tanggung jawab politik. 
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Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan pelanggaran atau 

tindak pidana harus mematuhi asas-asas hukum pidana dalam 

pertanggungjawabannya. Salah satu asas utama adalah asas legalitas, atau 

nullum delictum nulla poena sine praevia lege, yang berarti asas ini menjadi 

dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah 

melakukan perbuatan pidana tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini 

menjadi landasan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada 

peraturan yang dilanggar. Ini berarti tanggung jawab baru dapat dikenakan 

jika perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang sudah ada 

sebelumnya. Dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak 

pidana, tidak boleh menggunakan interpretasi kiasan, dan aturan hukum 

pidana tidak berlaku surut.
20

 

Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas 

legalitas, sementara kemampuan seseorang untuk dikenai pidana didasarkan 

pada kesalahan yang dilakukannya. Ini berarti bahwa seseorang akan 

bertanggung jawab secara pidana jika ia melakukan perbuatan yang salah dan 

melanggar hukum. Pada intinya, pertanggungjawaban pidana adalah 

mekanisme yang dirancang untuk merespons pelanggaran atas tindakan 

tertentu yang telah disepakati dalam hukum. 

Unsur kesalahan merupakan elemen utama dalam pertanggungjawaban 

pidana. Dalam konteks perbuatan pidana, unsur kesalahan tidak termasuk 

dalam definisi perbuatan pidana itu sendiri. Perbuatan pidana hanya merujuk 
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pada apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau dilarang oleh hukum. 

Namun, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana 

atau tidak bergantung pada apakah individu tersebut memiliki unsur 

kesalahan. 

Dalam sistem common law, pertanggungjawaban pidana selalu 

dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana juga 

memiliki kaitan sosial, di mana fungsinya sebagai mekanisme kontrol sosial 

membantu mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.  

Selain itu, dalam sistem common law, pertanggungjawaban pidana 

berhubungan erat dengan mens rea, yang berarti keadaan mental yang salah 

atau pikiran yang bersalah (guilty mind). Guilty mind mencerminkan kesalahan 

yang bersifat subjektif, dimana seseorang dinyatakan bersalah karena 

dianggap memiliki niat atau pikiran yang salah. Jika seorang pelaku memiliki 

guilty mind, maka ia harus bertanggung jawab secara pidana. Sebaliknya, jika 

tidak ada guilty mind, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana dan pelaku 

tidak akan dihukum. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang ada 

dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis, mengeksplorasi peraturan 
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perundang-undangan dalam hubungannya dengan teori-teori hukum yang 

menjadi subjek penelitian.
21

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yang menggunakan 

pendekatan undang-undang dan kasus.  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan ini berfungsi untuk menelaah 

Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini Undang-undang yang akan 

ditelaah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus atau biasa disebut (Case Approach) yang 

berguna dalam mempelajari penerapan suatu norma yang dilakukan 

dalam suatu praktik hukum. Dalam penelitian kasus yang dilakukan 

adalah dengan menganilisis Putusan Negeri Batang Nomor 

135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Negeri Wonosobo Nomor 

16/Pid.Sus/2019/PN Wsb 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penulisan Skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan 

pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan 
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perundang-undangan, jurnal, dan karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum 

atau dokumen lain yang masi berkaitan dengan materi penelitian, bahan 

hukum sekunder terdiri atas :  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, diambil dari undang-undang yang mengikat 

yang digunakan oleh penyelenggara kehidupan sosial. Sifat bahan 

hukum ini adalah autoritatif, karena memiliki otoritas untuk 

menggunakannya. Bahan tersebut merupakan catatan resmi atau risalah 

tentang proses perundang-undangan dan putusan hakim.
22

 Beberapa 

bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain :  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas 

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

5. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) tahun 

2011 

6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN. 

Wsb 

7. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN. Btg 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat 

para sarjana hukum. Bahan hukum sekunder juga sebagai pendukung 

karena disertai dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan 

sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer 

dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah, Jurnal Hukum, Artikel, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah studi 

kepustakaan. Studi Kepustakaan ini adalah suatu teknik yang diperoleh dari 

kepustakaan. Studi kepustakaan ialah suatu teknik yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, publikasi, dokumen yang ada secara resmi dan hasil suatu 

penelitian ini dapat dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat hal-hal 

atau bahasan yang berhubungan dengan permasalahan untuk skripsi ini.
23
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5. Analisis Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya 

merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis, sistematisasi  berarti membuat klasifikasi terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis 

dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis. Teknik analisis bahan hukum 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

metode analisis bahan hukum yang mengacu pada suatu masalah tertentu 

yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum 

maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

6. Teknik Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif, penarikan 

induktif merupakan penalaran logis dari pernyataan yang 

menggeneralisasikan untuk membuat kesimpulan tentang beberapa kasus 

khusus. Penalaran induktif adalah penalaran yang bekerja melibatkan teori 

maupun konsep atau pernyataan yang telah diketahui kebenarannya sebagai 

akibat logis dari kebenaran sebelumnya.
24
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